PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN
PERATURAN WAL]I KOTA MEDAN
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3)
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang,
Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan
Tata Kerja Perangkat Daerah, maka perlu membentuk
Peraturan Wali Kota tentang Rincian Tugas dan Fungsi
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota
Medan.

Mengingat : !, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang WNomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) schagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 680 1);

4, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5387), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 3601) sebagaimana
telah  diubah dengan Peraturan Pemerintah Penggant
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indomesia Nomor 6841);

Peraturan Peéemenntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebapgaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor ¥2 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Namor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20135
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
{Berita MNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157%;

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan
{Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nemaor 13],
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota
Medan {Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022
Momaor 8};

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022
teritang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kota Medan Tahun 2022 Nomor 97).




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RINCIAN TUGAS

DAN FUNGSI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KOTA MEDAN,

BAB 1
KETENTUAN UMLUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, vang dimaksud dengan:

1

2.

L0,

11

Daerah adalah Kota Medan.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan unisan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurat
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
lnasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia  Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah  yang memimpin  pelaksanaan  urusen
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom,

Wali Kota adalah Wali Kota Medan,

Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota
Medan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penvelamatan Kota Medan.

Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kota Medan.

Aparatur Sipil Negara, vang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi
bagi pegawai negeri sipil dan pegawal pemerintah dengan perjanjian
kerja vang bekeria pada instansi pemerintah,

. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebur Pegawai ASN

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja vang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserah
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai MNegeri Sipil, yang selanjuinya disingkat PNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat scbaggi
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

.Uriasan Pemérintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Presiden vang pelaksanaannya dilakukan oleh
kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk
melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan
masyarakat,
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14,
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17,

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

.Jabatan Adminitrasi adalah sekelompok Jabatan vang berisi fungsi dan

tugas berkaitan dengan  pelayanan  publik  serta  adminitrasi
pemenntahan dan péembangunan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompeok jabatan yang berisi fungsi dan

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional vang berdasarkan atas
keahlian dan keterampilan tertentu.

.Jabatan Pelaksana merupakan bagian dari Jabatan Adminitrasi

berdasarkan atas Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;

Koordinasi adalah proses mengintegrasikan tujuan dan kegiatan pada
satuan-satuan yvang terpisah (Badan, Dinas, Bagian dan Kecamatan)
agar tindakan atau peraturan tidak berbenturan satu dengan yvang lain,
untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien;

Tim Kerja merupakan tugas tambahan kepada  peabat
Fungsional/Jabatan lainnya yang diangkat/ditugaskan oleh Kepala
Perangkat Daerah untuk Mengoordinasikan suatu tugas tertentu sesuai
Lingkup tugasnya dengan mengeerakkan Jabatan Fungsional
dan/Jabatan Pelaksana untuk mencapal tujuan Organisasi secara
berdaya guna dan berhasil guna.

BAB 1
CORGANISASI

Pasal 2

Susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kota Medan, terdiri atas:

a,
b.

C.

Kepala Dinas;

Sekretaris, membawahlkan:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2] Sub Bagian Keuangan,

2] Sub Bagian Penyusunan Program;

4) Jabatan Fungsional; dan

o) Jabatan Pelaksana.

Bidang Pencegahan:

1) Seksi Pencegahan dan Inspeksi;

2} SBeksi Pemberdayvaan Mayvarakat dan Duma Usaha;
3) Jabatan Fungsional; dan

4) Jabatan Pelaksana,

Bidang Pemadam, membawahkan:

1} Seksi Pemadaman Kebakaran;

2) Seksi Investigasi Kebakaran dan Penyelamatan;
3} Jabatan Fungsional; dan

4} Jabatan Pelaksana,

Bidang Penyelamatan:

1} Seksi Penyelamatan dan Evakuas: Kebakaran;
2) Scksi Penyelamatan dan Evakuasi Non Kebakaran;
3} Jabatan Fungsional; dan

4) Jabatan Pelaksana.




. Bidang Sarana Dan Prasarana;
1) Beksi Informasi dan Pengolah Data;
2} Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana;
3) Jabatan Fungsional, dan
4) Jabatan Pelaksana.
g. UPT.

BAB 111
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 3

Dinas merupakan unsur pelaksana wrusan pemerintahan
bidang ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan
kebakaran dan penyelamatan yvang dipimpin oleh Kepala Dinas
vang berkedudukan di bawah dan bertangeung jawab kepada
Wali Kota melalui Sekretaris Dacrah.

Paszal 4

(1) Dinas mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota
dalam  melaksanakan  urusan pemerintahan  bidang
ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran
dan penyclamatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1}, Dinas menyelenggarakan fungsi :
a.perumusan kebijakan urusan pemerintahan  bidang
ketenteraman dan  |ketertiban umum, sub urusan
kebakaran dan penyelamatan;

b.pelaksanaan  kebijakan wurusan pemerintahan bidang
ketenteraman dan ketertiban umum, sub uarusan
kebakaran dan penyelamatan,

c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan
bidang ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan
kebalkkaran dan penyvelamatan;

d_pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup
tugasnva;

e.pelaksanaan tugas pembantuan  berdasarkan atas
peraturan perundang-undangan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat merupakan unsur staf pada Dinas yvang dipimpin oleh
Sekretaris, yvarig berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.




(1)

(2}

Pasal 6

Sekretariat mempunyai  tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas lingkup  kesekretariatan vang —meliputi
pengelolaan  administrasi wuamum, keuangan, aset dan
penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian
penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayvat

(1), Sekretariat menyelengearakan fungsi, dengan rincian

a. Perencanaan program  dan kKegiatan kesekretariatan
dengan meémpedomani REencana Umum Kota, RENSTRA
dan RENJA Dinas untuk terlaksananva sinergitas
Perencanaan berdasarkan peraturan perundang-
undangan,

b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar
Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayvanan, Standar
Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban
Kerja, Evaluasi Jabatan, LAKIP dan standar lainnya
lingkup kesekretariatan untuk terselengparanva aktivitas
dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan
perundang- undangan;

c. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan
rencana  program  dan  kegiatan, Standar Operasional
Prosedur [(SOP), Standar Pelavanan, Standar Kompetensi
Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi
Jabatan, LAKIP dan standar lainnya lingkup Dinas untuk
terselenggaranya tugas dan  kegiatan berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

d. Fasilitasi, supervisi dan pengintergrasian pelaksanaan
tugas Bidang meliputi rumusan kebijjakan, bahan rencana
program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur
[SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan,
Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan,
LAKIP dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan
usulan Bidang berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

e. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian,
penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan
pegawal {Reward and Punishment) lingkup kesekretariatan
berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk
kelancaran tugas;

f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesckretanatan
meliputi keuangan, perlengkapan dan assecl, penyusunan
program dan kegiatan, LAKIP, analisis jabatan, analisis
beban kerja, evaluasi jabatan, Kepegawalan, analisa
peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan,
kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya
lingkup Dinas agar lerciptanya pelayanan administras:
yvang cepal, tepat dan lancar;

. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan
publik wyang dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan
peraturan perundang-undangan;
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h. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup
kesckretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan,
unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, UnSur
pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

i. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan
kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

j. Penvampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai
pertanggungjawaban kepada atasan; dan

k. Pelaksanaan fungsi lain yvang diberikan oleh Kepala Dinas
terkait dengan tugas dan fungsinva.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi scbagaimana
dimaksud ayat (1} dan (2), Sekretariat membawahkan
Aparatur Sipil Negara/Jabatan, antara lain

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

. Sub Bagian Keuangan;

Sub Bagian Penvusunan Program;

. Jabatan Fungsional; dan

Jabatan Pelaksana.

ooy

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub
Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris,

(1}

(2

Pazal B

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyail tugas
pokok melaksanakan scbagian tugas Seckretariat lingkup
administrasi umum.

Dralam melaksanakan tugas sebagaimana dimak=sud pada ayat
(1], Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan
fungsi, dengan rincian ;

a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian dengsan
mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan
RENJA Badan untulk terlaksananya sinergitas
perencanaan berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar COperasional
Prosedur (S0OP), standar kompetensi jabatan, analisis
jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan  dan
standar lainnya lingkup Sub Bagian untuk
terselenggaranyva aktivitas dan tugas secara optimal dan
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

¢. Penyvusunan bahan pengoordinasian standar kompetensi
jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi
jabatan dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan
usulan berdasarkan peraturan perundang-undangan;




d. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian,
penghargaan dan  penegakan/pemrosesan  kedisiplinan
pegawai (Reward and Purushment) lingkup Sub Bagian dan
Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk
kelancaran tugas;

e. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum yang
meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan
administirasi kepegawalan, analisa peraturan, penataan
kearsipan, perlengkapan, penyvelenggaraan
kerumahtanggaan, keprotokolan dan kehumasan
berdasarkan peraturan perundang-undangan,

f. Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan
masyvarakat atas pelayanan publik vang dilaksanakan oleh
Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan,;

Z. Penyvusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian
lingkup Sub Bagian meliputi unsur pelaksanaan
perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan,
unsur pelaksanaan tagas, dan unsur-unsur lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

h. Penvusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan
dan penyelenpgaraan kebijakan lainnyva berdasarkan
peraturan perundang- undangan;

i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai
pertangesungjawaban Kepada atasan;

j. Pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh Sekretaris
terkait dengan tugas dan fungsinya,

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal @

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok
melaksanalian sebagian Llugas Sekretariat lingkup
pengelolaan administrasi keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimalksud pada ayat

(1), Bub Bagian Keuangan menyvelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian dengan
mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan
RENJA Badan untuk terlaksananya sinergitas
pPerencaAnaan berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

b. Penvusunan bahan kebijakan, Standar Operasional
Prosedur [(SOP), standar pelayanan, dan standar lainnya
lingkup Sub Bagian untuk terselenggaranya altivitas dan
tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

c. Pembagian tagas, pembimbingan, penilaian, penghargaan
dan penegakan [ pemrosesan kedisiplinan pegawai
(Reward and Punishment) linglkup Sub Bagian berdasarkan
peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;




d. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan
dan aset Dinas wyang meliputi kegiatan penyusunan
rencana, penyvusunan bahan, pemrosesan, pengusulan,
veriiikas: dan pelaporan admimistrasi keuangan dan aset
berdasarkan peraturan perundang- undangan;

e. Penyusunan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan
administrasi keunangan dan aset Dinas;

f. Penatausahaan Keuangan dan Aset Dinas;

g: Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian
lingkup Sub Bagian meliputi unsur pelaksanaan
perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan,
unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur  lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

h. Penyvusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan
dan penyelengegaraan kebijakan lainnyva berdasarkan
peraturan perundang — undangan;

i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai
pertangpungjawaban kepada atasan;

j- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Seklretaris
terkait dengan tugas dan fungsinva.

Paragraf 3
Sub Bagian Penyusunan Program

Pasal 11

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub
Bagian, yang berada di bawah dan bertangpung jawab kepada
Sekretaris.

(1)

(2)

Pasal 12

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyal tugas poltok
melaksanakan aschagian tigas seliretariat lingkup
penyusunan program dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Bagian Penyvusunan Program
menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian dengan
mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan
RENJA Badan untulk terlaksananya sinergitas
perencanaan berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

b. Penyvusunan bahan kebijakan, Standar Operasional
Prosedur (S0P) dan standar lamnya lingkup Sub Bagian
untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas seccara
optimal dan berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

c. Pengoordinasian dan penyusunan bahan rencana program
dan kegiatan lingkup Dinas meliputi RENSTREA, RENJA,
Laporan Kinerja, LAKIP, Standar Peclayanan, dan standar
terkait lainnya sesuail usulan dan berdasarkan peraturan
perundang- undangan;




d. Pembagian tugas. pembimbingan, penilaian, penghargaan
dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (Reward
and Pumishment) lingkup Sub Bagman berdasarkan
peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;

e. Penyusunan bahan pengendalian, evaluas, dan
penilaian lingkup Sub Bagian meliputi unsur pelaksanaan
perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan,
unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur  lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

f. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan
dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

g. Penvampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai
pertanggungiawaban kepada atasan;

h. pelaksanaan hangsi lain yang diberikan oleh Sckretars
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pencegahan

Pasal 13

Bidang Pencegahan merupakan unsur lini pada Dinas yang
dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 14

1] Bidang Pencegahan mempunyal tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas lingkup pencegahan.

(2} Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi @

a. Perencanaan program dan  kegiatan Bidang dengan

mempedomani Rencana Umum  Kota, RENSTRA dan

REN.JA Dinas untuk terlaksananya sinergitas
perencanaan berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

b. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya
aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian,
penghargaan dan  penegakan/pemrosesan kedisiplinan
pegawai (Reward and Punishment] lingkup Bidang
berdasarkan peraturan perundang-undangan untulk
kelancaran tugas;

d. Menyelenggaralkan pembinaan dan pengembangan
kompetensi teknis pemadaman kebakaran dan
pevelamatan bagi pegawal pada Dinas;

e. Menyviapkan kegiatan pelayanan teknis pencegahan
kebakaran terhadap instansi pemerintah, swasta dan
masyarakat;




f. Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap
persyaratan peralatan proteksi kebakaran dan
penyelamatan pada tahap perancangan, masa konstruksi,
dan pada saat penggunaan bangunan Gedung,
perumahan, kenderaan bermotor dan penyimpanan bahan
berbahaya dan beracun (B3);

E. Melakukan penyusunan bahan rekomendasi dalam rangka
penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Sertifikat
Keselamatan Kehakaran (SKK);

h. Melaksanakan kegiatan pembentukan dan peningkatan
kapasitas relawan pemadam kebakaran serta sosialisasi
dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia

usaha;
i. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang
meliputi unsur  pelaksanaan perencanaan, unsur

pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan
tugas, dan unsur- unsur lainnya yang dikoordinasikan
olech  Sckretaris berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

j- Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan
kebijakan lainnva berdasarkan peraturan perundang -
undangarn;

k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebapai
pertangpungjawaban kepada atasan; dan

I. Pelaksanaan fungsi lain yvang diberikan oleh Kepala Dinas
terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3} Dalam melaksanakan tugas dan M ungsi scbagaimana
dimaksud ayat (1) dan (2), Bidang Pencegahan membawahkan
Aparatur Sipil Negara/Jabatan, antara lain ;

a. Seksi Pencegahan Dan Inspeksi;

b. Seksi Pemberdayaan Masvarakat dan Dunia Usaha;
c. Jabatan Fungsional; dan

d. Jabatan Pelaksana.

Paragraf 1
Seksi Pencegahan dan Inspekisi

Pasal 15

seksl Pencegahan dan Inspeksi dipimpin oleh Kepala Seksi |, yvang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pencegahan,

Pazal 16

1) Seksi Pencegahan dan Inspeksi mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan lingkup
Pencegahan dan Inspelisi,

{2] Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada  ayat (1). Seksi Pencegahan  dan Inspeksi
menyelenggarakan fungsi:

g, Perencanaan program dan  Kegiatan Seksi  dengan
mempedomani Hencana Umum Kota, RENSTEA dan
RENJA Dinas untule terlaksananya sinergitas
PCrencanaan berdasarkan peraturan perundang-
undangan;




Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya
aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan

dan penegakan /pemrosesan kedisiplinan pegawai (Reward
and Punishment) lingkup Selksi berdasarkan peraturan
perundang- undangan untuk kelancaran tugas;

. Menyiapkan kegiatan pelayanan pembinaan  teknis

pencegahan kebakaran dan penyelamatan terhadap
instansi pemerintah, swasta dan masyarakat:

. Menyiapkan kegiatan pemeriksaan, pengujian dan

pengawasan terhadap persyaratan keselamatan proteksi
kebakaran pada tahap perancangan, masa konstruksi, dan
pada saal penggunaan bangunan gedung, perumahan,
kenderaan bermotor dan penvimpanan bahan berbahaya
dan beracun (B3);

Penyvusunan bahan pengendalian, evaluas, dan
penilaian hngkup Seksi meliputi unsur  pelaksanaan
perencanaan, unsur pelaksanasan perumusan kebijakan,
unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya vang
dikoordinasikan oleh  Kepala Bidang  berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

Penyvusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan
dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

Penyvampatan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai
pertangpungjawaban kKepada atasan,

pelaksanaan fungsi lain yvang diberikan oleh Kepala Bidang
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 17

Scksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha dipimpin oleh
Kepala Seksi, vang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pencegahan,

Pasal 18

(1} Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Bidang Pencegahan lingkup Pemberdayaan Masyarakat dan
Dunia Usaha

(2]

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia

Usaha menvelenggarakan fungsi :

.

Perencanaan program dan  kegiatan mempedomani
Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk
terlaksananva  sinergitas perencanaan berdasarkan
peraturan perundang-undangan;




. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S0OP) dan

standar lainnva untuk tcracicnggarﬂnya aktivitas dan
tugas sccara opbtimal dan berdasarkan peraturan
perundang- undangan;

. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan

dan penegakan [ pemrosesan kedisiplinan pegawai
(Reward and Punishment) linglkup Seksi berdasarkan
peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;

. Melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi

teknis pemadaman  kebakaran dan peyvelamatan  bagi
pegawal pada Dinas;

. Melakukan penyusunan dan  pemutakhiran bahan

kebijakan, pedoman dan standar teknis pemberdayaan
masyarakat dalam pencegahan kebakaran di lingkungan
pemukiman dan bangunan Gedung, kendaraan bermotor
khusus, penyimpanan dan penggunaarn serta
pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
Melakukan peningkatan pemberdayaan masvarakat dan
dunia wusaha dalam pencegahan dan penenggulangan
kebakaran melalui pembentukan Barisan Relawan
Kebakaran ([(Balakar), Satuan Relawan Kebakaran
(Satlakar], Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) dan
Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG);
Melakukan program dan kegatan pengembangan dan
peningkatan  kapasitas Barisan Relawan Kebakaran
(Balakar), Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar], Relawan
Pemadam Kebakaran (Redlkar) dan Manajemen
Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) baik peningkatan
kapasitas teknis maupun manajemen pencegahan dan
penenggulangan kebakaran

Melakukan program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi
kepada kelompok masvarakat, dunia usaha dan warga
negara di wilayah kabupaten/kota dalam pencegahan,
penggulangan kebakarandan penyelamatan;

Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian
meliputi unsur pelaksanaan  perencanaan, unsur
pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan
tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh
Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan
dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan
peraturan perundang- undangan;

. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai

pertanggungjawaban kepada atasan;
pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Kepala Bidang
terkait dengan tugas dan fungsinya.




Baman Keempatl
Bidang Pemadam

Pasal 19

Bidang Pemadam merupakan unsur lini pada  Dinas yang
dipimpin oleh Kepala Bidang, wvang berada dibawah dan
bertangpung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 20

(1} Bidang Pemadam mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas lingkup Pemadaman Kebakaran.

12) Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada
ayat (1}, Bidang Pemadaman menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan  program  dan  kegiatan  Bidang dengan
mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan
RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas
perencanaan berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

b. Penctapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
standar lainnva lingkup Bidang untuk terselenggaranya
aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan
peraturan perundang- undangan;

c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian,
penghargaan dan penegakan / pemrosesan Kedisiplinan
pegawal  (Reward and Purdshment) lingkup Bidang
berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk
kelancaran tugas;

d. Penyelenggaraan penentuan  Rencana Operasi  dan
Komunikasi Pemadaman;

€. Penyelenggaraan operasi pemadaman dan pengendalian
lkkebakaran dalam wilayah Kota, serta wilayvah
Kabupaten/Kota berbatasan langsung dengan wilayah
administratif Kota bila dibutuhkan;

. Penyelenggaraan pengendalian penanganan Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) di wilayah Kota;

z. Penyelenggaraan penelitian dan investigasi penyebab
kejadian kebakaran serta penyelamatan kejadian darurat
non kebakaran;

h. Penerbitan rekomendast pencegahan dan tindak lanpt berdasarkan
hasil penclitian dan pengujian penyebab kejadian kebakeran dan
operasi darurat non kebakaran / kondisi membahayvakan manusia;

i. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian hngkup Bidang
meliputi unsur pelaksanaan  pérencanaan,  unsur
pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan
tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh
Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;

j- Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan
kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

k. Penvampaian laporan hasil pelaksanasn tugas sebagai
pertanggungjawaban kepada atasan; dan

1. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
terkait dengan tugas dan fungsinya.




(3} Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud ayat {1) dan (2}, Bidang Pemadam membawahkan
Aparatur Sipil Negara/Jabatan, antara lain :

a. Seksi Pemadaman Kebakaran;

b. Seksi Investigasi Kebakaran dan Penyelamatan;
¢. Jabatan Fungsional; dan

d. Jabatan Pelaksana,

Paragral |
Beksl Pemadaman Kebakaran

Pasal 21

Seksi Pemadaman Kebakaran dipimpin oleh Kepala Seksi , vang
berada di bawah dan bertangeung jawab kepada Kepala Bidang
Pemadam.

Pasal 22

(1} Seksi Seksi Pemadaman Kebakaran mempunyai tugas polkok
melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemadam lingkup
pemadaman kebakaran.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat i1}, Seksi Pemadaman Kebakaran
menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan
mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan
REMNJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas
Perencanasan berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S0OP) dan
standar lainnyva lingkup Seksi untulk terselengparanya
aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan
peraturan perundang- undangan;

c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan
dan penegakan [/ pemrosesan  kedisiphnan pegawai
(Reward and Punishment] linglkup Seksi berdasarkan
peraturan perundang- undangan untuk kelancaran tugas;

. Menyiapkan rencana operasi dan bantuan tenaga atau
personel untuk mendukung kesiapan operasi pemadaman
kebakaran dan penyelamatan jiwa;

e. Menyelenggarakan operasi pemadaman dan pengendalian
kebakaran  dalam wilayah Kota, serta  wilayah
Kabupaten/Kota berbatasan langsung dengan wilayah
administratif Kota bila dibutuhkan;

f. Menyelenggarakan layvanan respon cepat (response time)
penanggulangan dan pengendalian kebakaran di wilayah
Kota:

g. Mayiapkan aparatur dan sarana prasana pendukung
dalam operasi pemadaman kebakaran di tingkat kota;

h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian
lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan peréncanaan,
L sur pelaksanaan perumusan kebijakan, LTS
pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang
dikoordinasikan woleh Kepala Bidang berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

i. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan




dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan
peraturan perundang — undangan;

j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas scbagai
pertanggungjawaban kepada atasan;

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragral 2
Schksi Investigasi Kebakaran dan Penyelamatan

Pasal 23

Seksi Investigasi Kebakaran dipimpin cleh Kepala Seksi . yvang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pemadam.

Pasal 24

(1} Seksi Investigasi Kebakaran mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemadam.

[2] Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Seksi Investigasi Kebakaran dan Penyelamatan
menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan
mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan
RENJA Dinas untak terlakksananya sincrgitas
PErencanaan berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur [(SOP) dan
standar lainnya lingkup Secksi untuk tersclenggaranya
aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan
dan penegakan | pemroszsesan kedisiplinan pegawai
(Rewdrd and Purnishment) lingkup Seksi berdasarkan
peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;

d. Pelaksanaan kepiatan penelitian dan investigasi penyebab
kejadian kebakaran serta penyelamatan kejadian darurat
non kebakaran dan mendolumentasikan kegiatan dalam
bentuk laporan hasil pemeniksaan;

e. Pelaksanasn kerjasama dengan instansi terkait lainnya
dalam hal penelitian dan investigasi penycbab kejadian
kebakaran serta penvelamatan kejadian darurat non
lkebalkaran;

f. Menpersiapkan rekomendasi pencegahan dan tindak lanjut
berdasarkan hasil penelitian dan pengujian penyebab
kejadian kebakaran dan operasi darurat non
kebakaran /kondisi membahayakan manusia;

E. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian
lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan percncanaan,
unsur pelaksanaan  perumusan  kebijakan, unsur
pelaksanaan fugas, dan unsur-unsur [ainnya yang
dikoordinasikan oleh  Kepala Bidang berdasarkan
peraturan perundang-undangan;




hq

Penvusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan
dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan
peraturan perundang — undangan;

Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas scbagai
pertangpungjawaban kepada atasan;

Pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Kepala Bidang
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Penyelamatan

Pasal 25

Bidang Penyelamatan merupakan unsur lini pada Dinas yang
dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 26

{1] Bidang Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas lingkup eoperasi penyelamatan
kebakaran dan non kebakaran.

(2}

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
avat (1), Bidang Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :

.

Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan
mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTREA dan
RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas
perencanaan berdasarkan peraturarn perundang-
undangan;

. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan

standar lainnya lingkup Bidang Penyelamatan untuk
terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

. Pendistribusian  tugas, pembimbingan, penilaian,

penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan
pegawal  (Reward and Punishment) lingkup Bidang
berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk
kelancaran tugas;

Pelaksanaan koordinasi dibidang penyelamatan tentang
pengerahan bantuan sumber daya untuk pelaksanaan
tugas operasi penyelamatan dan evakuasi Kkorban
kebakaran dan terdampak kebakaran dalam wilayah kota,
Pelaksanaan koordinasi dibidang penvelamatan tentang
pengerahan bantusn sumber daya untuk pelaksanaan
tugas operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi
membahayakan manusia dan operasi darurat non
kebakaran lainnya dalam wilayah kota;

Penyelenggaraan layanan reéspon cepat (response time)
penyelamatan dan  evakuasi korban kebakaran dan
terdampak kebakaran pada kejadian kebakaran dalam
wilayah kota;

Penyvelenggaraan layanan respon cepat [response time)
penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan
manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya
dalam wilayah kabupaten kota;

Pelaksanaan penyajian data dan informasi dalam rangka
kegiatan operasi penyelamatan dan evakuasi;
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i. Pembinaan lkesiapsiaganan dan kesigapan pegawai sebagai
petugas penyelamatan dan evakuasi;

j. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang
meliputi unsur pelaksanaan  perencanaan, unsur
pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan
tugas, dan unsur- unsur lainnya yang dikoordinasikan
oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

k. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyvelenggaraan
kebijakan lainnva berdasarkan peraturan perundang —
undangan;

l. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai
pertanggungjawaban kepada atasan; dan

m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
terkait dengan tugas dan fungsinya.

[3] Dalam melaksanakan tugas dan fungsi scbagaimana
dimaksud ayat (1) dan {2), Bidang Penyclamatan
membawahkan Aparatur Sipil Negara/Jabatan, antara lain :
a, Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran;

b. Secksi Penyvelamatan dan Evakuasi Non Kebakaran;
c. Jabatan Fungsional; dan
d. Jabatan Pelaksana.

Paragraf 1
Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran

Pasal 27

Seksit Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dipimpin oleh
Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Penyelamatan

Pazal 28

(1] Seksi Penyclamatan dan Evakuasi Kebakaran mempunyai
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang
Penyelamatan lingkup penyelamatan dan evakuasi kebakaran. .

(2] Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimalksud
pada avat (1), Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran
menvelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan pregram dan kegiatan Seksi dengan
mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan

REN.JA Dinas untuk terlaksananya sincrgitas
perencanaan berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

b. Penyvusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
standar iminnva lingkup Secksi untuk terselenggaranya
aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan
peraturan perundang-undangan,

c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan
dan penegakan |/ pemrosesan kedisiplinan pegawai
(Reward and Punishment) lingkup Seksi Penyelamatan dan
Evakuasi Kebakaran berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk kelancaran tugas;




d.

Pelaksanaan operasi penvelamatan dan evakuasi korban
kebalkaran dan terdampak kebakaran pada kejadian
kebakaran dalam wilayah kota;

. Penyelenggaraan layanan respon cepat (response time]

penvelamatan dan evakuasi kebakaran dan terdampak
kebakaran pada kejadian kebalkaran dalam wilayah kota;
Pelaksanaan pendataan dan wverifikasi factual warga
negara yvang menjadi korban kebakaran dan terdampak
kebakaran.

Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian
lingkup Secksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan,
unsur pelaksanaan perumusan  kebijakan, unsur
pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang
dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan

dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan
peraturan perundang — undangan;

Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai
pertanggungjawaban kepada atasan;

Pelaksanaan fungsi lain yvang diberikan oleh Kepala
Bidang terkait dengan tugas dan fungsinva.

Paragraf 2
Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Non Kebakaran

Pasal 29

Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Non Kebakaran dipimpin oleh
Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Penyelamatan.

Pasal 30

(1] Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Non Kebakaran mempunyai
tupas pokok melaksanakan sebagian tugas tugas Bidang
Penyelamatan lingkup Penyelamatan dan Evakuasi Non Kebakaran.

(2]

Dalam melaksanakan tupgas pokok sebagaimana dimaksud
pada avat (1), Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Non
Kebakaran menyelenggarakan fungs: @

",

(=

Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan
mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan
REN.JA Dinas untuk terlaksananya sinergitas
perencanaan berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S50P) dan

standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya
aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan
dan penegakan [/ pemrosesan kedisiplinan pegawai
(Reward and Punishment) lingkup Seksi berdasarkan
peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;

Penvelengaraan operasi penyelamatan dan evakuasi pada
kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non
kehakaran lainnya dalam wilayah kota;




.

h.

Penyelenggaraan layanan respon cepat (response time)
penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan
manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya
dalam wilayah kota;

Pelaksanaan pendataan dan verifikasi factual warga
negara yang menjadi korban pada kendisi membahayakan
manusia dan operasi darurat non kKebakaran lainnya
dalam wilayah kota,

Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian
lingkup seksi meliputi unsur pelaksanaan percncanaan,
unsur pelaksanaan perumusan  kebijakan, unsur
pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya vang
dikoerdinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan
dan penyclenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan
peraturan perundang — undangan;

Penyvampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai
pertangrungjawaban kepada atasan; dan

Pelaksanaan fungsi lain wyang dibeénkan oleh Kepala
Bidang terkait dengan tugas dan fungsinyva.

Bagian Keenam
Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 31

Bidang Sarana dan Prasarana merupakan unsur lini pada Dinas
vang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalu Sekretaris.

Pasal 32

(I} Bidang Sarana dan Prasarana mempunyali tugas
melaksanakan scbagian tugas Dinas lingkup Sarana dan
Prasarana.

(<)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
avat (1), Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggaralan
fungsi :

.

Perencanaan program dan  kegiatan Bidang dengan
mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan
RENJA Dinas untuk terlaksananvyva sinergitas
pPETEnNCANAAN berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SO0OF) dan

standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya
aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan
peraturan perundang-undangan,

. Pendistribusian tugas, pembimbingan, pemlaian,

penghargaan dan penegakan [/ pemroscsan kedisiplinan
pegawai (Reward and Punishment) lingkup Bidang
berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk
kelancaran tugas;

Menyvelenggarakan perencanaan, identifilkkasi, wverifikasi,
standardisasi, pengadaan sarana prasarana, dan fasilitasi;
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e. Melaksanakan perencanaan, identifikasi, verifikkasi,
standerdisasi, pemeliharaan dan perawatan sarana dan
prasarana;

f. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem
informasi kebakaran dan penyelamatan;

g. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang
meliputi unsur pelaksanaan  perencanaasn, unsur
pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan
tugas, dan unsur- unsur lainnya yang dikoordinasikan
oleh  Sekretaris berdasarkan peoraturan  perundang-
undangan;

h. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan
kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang —
undangan;

i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai
pertanggungjawaban kepada atasan; dan

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sebagaimana
dimaksud ayvat (1) dan [2), Bidang Sarana dan Prasarana
membawahkan Aparatur Sipil Negara/Jabatan, antara lain ;
a. Seksi Informasi dan Pengolah Data;

b. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasana;
c. Jabatan Fungsional; dan
d. Jabatan Pelaksana.

Paragral 1
Seksi Informasi dan Pengolah Data

Pasal 33

Seksi Informasi dan Pengolah Data dipimpin oleh Kepala Seksi,
vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Sarana dan Prasarana.

Pasal 34

(1) Seksi Informasi dan Pengolah Data mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Sarana dan Prasarana lingkup
Informasi dan Pengolah Data,

i3] Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Seksi Informasi dan Pengolah Data
menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan program dan kegiatan mempedomanm
Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk
terlaksananya sinergitas perencanaan  berdasarkan
peraturan perundang- undangan;

b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
standar lainnya untuk terselenggaranya aktivitas dan
tugas secara optimal dan Dberdasarkan peraturan
perundang-undangan;

c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan
dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawal
(Retward and Punishment) berdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk kelancaran tugas,

d. Pelaksanaan pengelolaan Command Center;




&. Pelaksanaan Pengelolaan, Pengembangan Sistem
Pengendalian dan Komunikasi yang terintegrasi dan
terpusat berbasis digital, informasi dan teknolog

f. Pelaksanaan koordinasi pengerahan unit operasional dan
persenil tambahan penanggulangan kebakaran, evakuasi
dan penyelamatan

g. Menghimpun, mengolah, menvimpan, menyediakan data
dan informasi Dinas;

h. Melaksanakan pemeliharaan, pemanifaatan,
pengembangan dan pengamanan Data dan Informasi
hnas:

i. Menvajikan dan mempublikasikan data dan Informasi
Dinas;

j. Mengelola konten dan mengevaluasi publikasi melalui

website, media sosial, gallery publikasi Dinas lainnya;

k. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian
meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, —uansur
pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan
tugas, dan unsur- unsur lainnya yvang dikoordinasikan
oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

l. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan
dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan
peraturan perundang — undangan;

m. Penyampaian laperan hasil pelaksanaan tugas sebagm
pertanggungiawaban kepada atasan;

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang terkait dengan tugas dan fungsinva.

Paragrafl 2
Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana

Pasal 35

Scksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasaranta dipimpin
oleh Kepala Seksi, vang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

(1

2]

Pasal 36

Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

Bidang Dukungan Sarana dan  Prasarana lingkup

Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada avat (1), Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana

Prasarana menyelenggarakan fungsi :

a. Percncanaan program dan kegiatan mempedomani
Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas
untuk terlaksananya sinergitas pPerencanaan
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (30P) dan
standar lainnya untuk terselenggaranya aktivitas dan
tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan
perundang- undangan;
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c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian,
penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan
pegawal [Reward and Punishment] berdasarkan peraturan
perundang- undangan untuk kelancaran tugas;

d. Pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan inventarisasi
sarana dan  prasarana  pencegahan, pemadaman
kebakaran, penyelamatan dan sarana untuk masyarakat

e. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan
prasarana pencegahan, pemadaman kebaltaran,
penyvelamatan dan sarana untuk masyarakat,

f. Pelaksanaan layanan perbaikan darurat di lokasi kejadian
kebakaran dan operasi penvelamatan non kebskaran;

@, Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian
lingkup Seksi meliputi unsur polaksanaan
perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan,
unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yvang
dikoordinasikan oleh Kepala Bidang  berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

h. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan
dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan
peraturan perundang — undarngan;

i: Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai
pertangpungjawaban kepada atasan;

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis

Pasal A7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, dan
fungsi Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Wali
Kota.

BAR 1V
TATA KER.JA

Bagian Kesartu
MNorma, Standar, Prosedur, dan Kriteria [NSPK)

Pasal 38

(1) Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan
peraturan Wali Kota ini juga mempedomani Norma, Standar, Prosedur,
dan Kriteria [NSPK) vang ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah
provinsi berupa undang-undang, peraturan pemerintah pengganti
undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan/keputusan menteri,
peraturan, keputusan kepala lembaga pemerintah non kementerian,
peraturan daerah, peraturan/keputusan kepala daerah, standar
operasional prosedur, dan standar lainnya;

(2) Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagaimana dimaksud
ayat (1) dapat dijabarkan lebih rinci oleh perangkat daerah sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, dengan prinsip
dasar bahwa pelaksanaan tugas menjadi lebih efisien, efektif, berdaya
guna dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat;




(1}

(2]
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Bagian Kedua
Koordinasi Antar Perangkat Daerah

Pasal 39

Berdasarkan Peraturan Pemernntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

perangkat daerah bahwa fungsi Sekretans Daerah terdin darn :

a. Pengoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah;

b. Pengoordinasian  Pelaksanaan Tugas BSatuan Kena Perangkat
Daerah;

c. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijjakan Dadcrah;

d. Pelavanan Administratif dan Pembinaan Pegawai ASN pada Instansi
Daerah; dan

e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Bahwa para Asisten, para Kepala Bagian dan para Kepala Sub Bagian
adalah membantu tugas dan fungs: Sekretaris Daerah.

Bahwa dalam fungsi pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah
maka para Asisten, para Kepala Bagian, para Kepala Sub Bagian
secara  hirarki  dan sesual kewenangannya  melaksanakan
telaahan /kajian, rapat-rapat untuk tersajikannya rumusan kebijakan
Lingkup dacrah dalam bentuk norma prosedur standar kriteria
sehagai penjabaran atas peraturan Perundang-Undangan untuk
menjadi pedoman teknis bagi perangkat daerah.

Bahwa dalam fungsi pengoordinasian satuan kerja perangkat daerah
maka para Asisten, para Kepala Bagian, para Kepala Sub Bagian
secara hirarki dan sesuai  kewenangannya — melaksanakan
telaahan /kajian, rapat-rapat untuk mengidentifikasi rumusan
kebijakan yang telah terbentuk dan rumusan kebpakan yang
sevogvanva dibentuk untuk  terselenggaranya  tugas dan  fungsi
perangkat daerah menjadi lebih  berdayaguna, berhasilguna,
bersinergi, dan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa dalam fungsi pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah maka
para Asisten, para Kepala Bagian, para kepala Sub Bagian secara
hirarki dan sesuai kewenangannya melaksanakan monitoring dan
evaluasi secara terukur dengan menggunakan instrumen ilmiah untuk
dapat mengidentifikasi dan mengulour tingkat keberhasilan maupun
deviasi pelaksanaan kebijakan daerah pada dinas.

Untuk melaksanakan fungsi koordinasi bahwa para Asisten pada

prinsipriva mencakup seluruh perangkat daerah, namun untuk

efisiensi dan efektivitas maka fungsi koordinas: Asisten dilakukan
pemilahan sebagai berikut :

a, Asistenn Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakval, mengoordinasikan
pada prinsipnya scluruh perangkat daerah danjatau urisan
pemerintahan, terutama bidang kependudukan dan pencatatan
sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kecamatan
dan/atau kelurahan, kesehatan/rumah sakit umum, pendidikan,
sosial, keagamaan, tenaga kerja, kebudavaan, pemberdayaan
perempuan dan kemasyvarakatan, pengendalian penduduk dan KB,
transmigrasi, kebakaran, bencana, pemuda dan olahraga,
perpustakaan dan kearsipan, pertanahan, dan perangkat daerah
vang dinilai dibutuhkan dan memiliki keterkaitan.




(7}
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1} Bagian Tata Pemerintahan mengoordinasikan pada prinsipnya
seluruh perangkat daerah terutama antara lain kependudukan
dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri,
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,
kecamatan dan/atau kelurahan.

2) Bagian Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan pada prinsipnya
seluruh perangkat daerah terutama antara lain keagamaan,
kesejahteraan sosial dan kesejghteraan masyarakat, sosial,
transmigrasi, kesehatan, pemberdavaan persmpuan,
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, pendidikan, kepemudaan dan olahraga,

3) Bagian Hukum mengoordinasikan seluruh perangkat dacrah vang
terkait dengan legal drafting, bantuan hukum, dan dokumentasi
dan informasi hukum.

4) Bagian kerjasama mengoordinasikan seluruh perangkat daerah
vang terkait dengan kerjasama dalam negeri, luar negeri, dan
evaluas. '

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengoordinasikan pada
prinsipnya  seluruh  perangkat daerah danfatan  urusan
pemerintahan  yang  terkait dengan  perckonomian  dan
pembangunan terutama bidang perindustnian, perdagangan,
penanaman modal dan pelayanan terpadu  satu  pintu,
perhubungan, pekerjaan umum dan tata ruang, pecrumahan dan
kawasan permukiman, lingkungan hidup, pertanian, perikanan dan
kelautan, ketahanan pangan, perusahaan umum daerah, koperasi,
usaha kecil dan mikro, pariwisata, kesehatan, pengadaan barang
dan jasa dan perangkat daerah vang dinilai dibutuhkan dan
memiliki keterkaitan.

1) Bagian Perekonomian mengoordinasikan pada prinsipnya seluruh
perangkat daerah yang terkait dengan ekonomi, terutama antara
lain  perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan
pelavanan terpadu satu pintu, ketahanan pangan, perusahaan
umurn daerah, koperasi, usaha kecil dan mikro, pariwisata,
kesehatan, pertanian.

2) Bagian Administrasi Pembangunan mengoordinasikan pada
prinsipnya seluruh perangkat daerah yang terkait dengan
pembangunan, terutama antara lain perhubungan, pekerjaan
umum dan tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman.

3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mengoordinasikan seluruh
perangkat daerah yang terkait dengan pengadaan barang dan
jasa.

4) Bagian Sumber Daya Alam mengoordinasikan pada prinsipnya
seluruh perangkat daerah yang terkait dengan pembangunan,
terutarna antara lain sumber daya alam pertanian, kehutanan,
kelautan den perikanan, sumber daya alam pertambangan dan
lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air,

¢, Asisten Administrasi Umum, mengoordinasikan pada prinsipnya
seluruh perangkat daerah dan/atau urusan pemeriniaban yang
terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perencanaan,
keuangan, kepegawalan, organisasi, pelaporan/pengawasan,
penclitian dan pengembangan, sekretariat DPRD, Staf  AhL,
komunikasi dan informatika, persandian, statistik,

Administrasi persuratan yang akan diteruskan kepada wali kota/wakil
wali kota dan Sekretaris Daerah melalui Asisten dilaksanakan pada
dasarnya melalui Asisten Administrasi Umum, kecuali hal - hal yang
terkail dengan teknis pelaksansan urusan pemerintahan bidang
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat melalul Asisten Pemerintahan




(8)

(9]

(10)

(11)

(12)

{13)

(14]

(13}

(LEs)

(17]

dan Kesejahteraan Rakyat, dan bidang perckonomian dan
pembangunan melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan,
dengan memperhatikan hal yang paling pokok/dominan dari ist surat
dan menyesuaikannya dengan pemilahan koordinasi,

Program dan kegiatan bagian pada Sckretariat Dacrah diarahkan pada
hal-hal yang sifatnya perumusan kebijakan  seperti  kajian,
penyusunan draf norma prosedur standar dan kriteria, hal-hal yang
bersifat koordinasi sepertd rapat koordinasi, sosialisasi peraturan
terkini, forum konsultasi publik, FGD, fasilitasi penyusunan draf
peraturan, hal-hal yang bersifat monitoring seperti penilaian, Reward
and Punishment, dan hal-hal lain vang memiliki substansi: tugas dan
fungsi Sekretariat Dacrah,

Untuk kegiatan yang sifatnva teknis operasional bukan menjads
kegiatan Sekretariat Daersh, dan jika dinilai memiliki keterkaitan
tugas dan fungsi koordinasi maka dapat dikoordinasikan dengan
perangkat daerah untuk ditampung menjadi kegiatan Dinas/Badan
mitra koordinasi.

Untuk memelihara dan terjaganya tugas dan fungs: Dinas selaku
unsur lini, maka pelaksanaan tugas dan fungsi diharuskan untuk
memiliki Standar Operasional Prosedur yang jelas, terulur, dan
kredibel.

Koordinasi antara Sekretariat Deerah dan Dinas/Badan harus
dilaksanakan secara intensif agar teralin hubungan kena yang
optimal dan terhindar dari duplikasi program dan kegiatan, dan
apabila terdapat potensi duplikasi maka yang menjadi prioritas adalah
progratm dan kegiatan Dinas/Badan selaku unsur pelaksana dan/atau
unsur penunjang urusan pemerintahan,

Dalam melaksanakan tugas maka kepala dinas dan jajarannya wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja di
lingkungan dinas.

Kepala Dinas dan Pejabat struktural wajib mengawasi bawahannya
masing-masing dan hila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah wyang diperlukan sesuai dengan peraturan
Perundang-Undangan.

Kepala Dinas dan Pejabat Struktural bertanggung jawab memimpin
dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Kepala Dinas dan Pejabat Struktural wajib mengikun dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan
menyiapkan laporan tepat pada waktunya.

Sctiap laporan vang diterima oleh Kepala Dinas dan Pejabat Struktural
dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahannya.

Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada  atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain
yang secara fungsional mempunyal hubungan kerja.
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Dalam melaksanakan ftugas bahwa Kepala Dinas dan Pejabat
Struktural memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing
dan wajib mengadakan rapat berkala.

Dalam koordinasi pelaksanaan tugas yang terkait dengan
perencanaan, maka Kepala Dinas dan Pejabat Struktural diharuskan
untuk bersinergi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Medan untul terselenggaranyva pelaksanaan koordinasi secara
ehsien dan efektif,

Dalam hal pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan penilaian internal
pada dinas, maka kepala dinas dan pejabat struktural diharuskan
untuk bersinergi dengan Inspektorat Kota Medan untuk
terzelenggaranya pelaksanaan tugas secara efisien dan efektif.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi pengendalian, evaluasi dan
penilaian internal pada dinas, maka kepala dinas dan pejabat
struktural merumuskan instrumen pemilaian yang kredibel (dapal
dipertanggungjawabkan), akseptabel (dapat atau pantas diterimal,
reliabel (mendatangkan hasil yang sama pada setiap pengujian yang
dilakukan), dan unsur-unsur vang dievaluasi/dinilai minimal meliputs
unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan
kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang
digali dari peraturan Perundang-Undangan, dengan membandingkan
apa vang scharusnya berdasarkan atas peraturan Perundang-
Undangan {das sollen) dengan apa yang senyalanya dilakukan
perangkat daerah (das sein).

Dalam hal pelaksanaan pengendahlian, ¢valuasi, dan penilaian mternal
pada dinas dilaksanakan mimimal satu kali dalam satu tahun.

Hasil pengendalian, evaluasi dan penilatan internal pada dinas dapat
dijadikan sebagai bahan bagi Wali Kota dan Kepala Dinas untuk
melakukan pembinaan, pemberian penghargaan, dan penghukuman
{Reward and Punishmeni) terhadap Aparatur Sipil Negara pada dinas

BAB YV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan diundangkannya Peraturan Wdli Kota ini maka Peraturan Wali
Kota MNomor 56 Tahun 2022 tentang Rineian Tugas dan Fungsi Dinas
Pencegah dan Pemadam Kebakaran Kota Medan (Berita Daerah Kota
Medan Tahun 2022 Nomor 56), dicabut dan dinvatakan tidak berlaku,




Pasal 41
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kota
Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 2 Januari 2023
WALI KOTA MEDAN,
tid
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION
Diundangkan di Medan
pada tanggal 2 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAM KOTA MEDAN,
ttd
WIRIYA ALRAHMAN
BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2023 NOMOR 21
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

: g |
NIP, 19700622 200701 2 031




